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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberkati pikiran dan pengetahuan. 

Manusia mengalami perkembangan cara berfikir kian maju seiring dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang. Imbas dari 

perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya mengarah pada sisi positif, tapi juga 

menawarkan sisi negatifnya, karena sesungguhnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi ikut andil dalam dampak moral dan budaya suatu 

bangsa. Salah satu dampak negative ialah kejahatan seksual yang semakin 

meningkat. Salah satunya yaitu pemerkosaan yang merupakan tindakan criminal 

berwatak seksual dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksual. 

Kebanyakan korban dari pemerkosaan mengalami traumatic, gangguan psikis dan 

bahkan mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan aborsi. 

Bicara persoalan aborsi memang sudah menjadi perbincangan umum 

dikalangan masyarakat dan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan 

baik itu dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Hal 

tersebut diakibatkan karena tidak sedikit kasus aborsi yang terjadi dikalangan 

msyarakat di banyak tempat dan berbagai negara dan justru para pelaku aborsi 

kebanyakan dari kalangan remaja. Selain dari akibat pemerkosaan, pergaulan 

bebas juga menjadi factor utama masyarakat kasus aborsi dikalangan remaja.  



  

2 
 

Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah Abortus Provocatus. Abortus 

Provocatus adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya 

perbuatan manusia yang beruaha menggugurkan yang tidak diinginkan1, meliputi 

abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Abortus 

provocatus medicinalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 

berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangakan Abortus provocatus 

criminalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku.2 

Secara medis Aborsi adalah kematian dan pengeluaran janin dari uterus 

(rahim) baik secara spontan atau sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. 

Jumlah minggu spesifik dapat bervariasi antar negara, bergantung pada 

perundang-undangan setempat.3 Sudut pandangan aborsi pun berbeda-beda dari 

para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli sosial-ekonomi. Selanjutnya 

pernyataan yang masing-masing dipaparkan bersifat menentang, abstain, dan 

bahkan mendukung. 

Aborsi sendiri dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan 

dikarenakan alasan-alasan tertentu. Contohnya kesehatan medis, pergaulan bebas, 

seks bebas dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketika kehamilan yang seharusnya 

diidam-idamkan dan sebagai anugerah oleh kebanyakan perempuan justru 

dianggap sebaliknya, maka aborsi menjadi jalan keluar yang dilakukan. Miris 

                                                             
1 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hal. 113. 
2 Suryono Ekotama dkk, 2001, Abortus provocatus bagi korban perkosaan, Andi Offset 

Yogyakarta, hlm 34-35 
3 Estu Tiar, Manajemen Aborsi Inkomplet, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm, 

28. 
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sekali memang, karena disatu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami isti 

yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa 

perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang 

membuangn anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa 

pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang lebih dikenala dengan aborsi. 

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai 

karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan 

manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi 

Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara 

mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi 

erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.4 

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, 

karena aborsi sudah menjadi hal yang actual dan peristiwanya sudah terjadi 

dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja 

yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama 

berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut 

ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya dan dapat juga dilakukan 

oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab 

dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya 

tersebut. 

                                                             
4  Charisdiono. M. Achadiat, 2007, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, Buku 

Kedokteran, Jakarta, hlm. 12 
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Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga akibat perkosaan. 

Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi 

dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi 

berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari 

anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak 

dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat 

perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV, dan sebagainya. 

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh 

perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para perempuan korban 

perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan 

menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan 

kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju 

dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap 

orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan 

akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. 

Bagi kalangan yan setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, 

kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi 

penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban 

perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.5 

                                                             
5 Wiwik Afifah, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pekosaan Yang 

Melakukan Aborsi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/ februari/ 2013, hlm 95. 
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Berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada 

tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 619 kasus pemerkosaan yang terjadi.6 

Salah satu contoh kasus pemerkosaan pada Putusan Pengadilan Muara Bulian 

Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn yang terjadi di Jambi tepatnya di 

Kabupaten Muara Bulian terjadi di tahun 2018, dimana kasus tersebut 

menjelaskan adanya seorang anak perempuan berinisial WA diperkosa oleh 

kakaknya sendiri yang masih anak-anak. September 2017 si kakak berinisial AA 

memperkosa adiknya dipicu karena di kaka menonton film porno. Berdasarkan 

pengakuan WA, sang kakak sudah melakukan hal senonoh itu sebanyak sembilan 

kali, seperti kebanyakan kasus pemerkosaan, AA mengancam adiknya itu untuk 

tidak membocorkan soal pemerkosaan kepada siapapun. AA juga menggunakan 

ancaman ketika WA menolak kala hasratnya sudah tidak terbendung lagi.7 Tidak 

hanya berhenti disitu, kehamilan korban perkosaan yang dialami korban 

perkosaan ini masih harus dihadapkan dengan persoalan bagaimana status hukum 

anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih 

merupakan saudara sedarah (incest). 

Aborsi dengan alasan perkosaan masih menjadi perdebatan oleh banyak 

kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum 

pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, seperti yang 

                                                             
6 Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 

2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/ , diakses pada 12 Februari 2021 pukul 

12.30 WIB. 
7 Vanny Rahma, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung”  

www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-

tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 09.00 WIB. 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/
http://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi
http://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi
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terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346 

yang berbunyi: 

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.8 

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diatur dalam Pasal 75 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (UU 

Kesehatan) yang berbunyi: 

(a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 

baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita 

penyakit genetic berat dan/ atau cacat bawaan, sehingga menyulitkan 

bayi tersebut hidup diluar kandungan: atau; 

(b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan.9 

Selain itu, menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya 

dapat dilakukan: 

(a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 

pertma haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; 

(b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan 

yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh mentri; 

                                                             
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346. 
9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (1). 
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(c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 

(d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan 

(e) Penyedia layanan kesehatan yang memnuhi syarat yang ditetapkan 

oleh mentri.10 

Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berlaku asas lex specialist 

derogate lex generalis, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus 

mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga dengan adanya asas ini, 

pengaturan aborsi yang berada di dalam KUHP dikesampingkan dengan adanya 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tersebut.  Undang-Undang Tentang 

Kesehatan yang baru tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi korban 

perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, namun pelaksanaannya belum 

berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak 

para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia. 

Indikasi medis di dalam Undang-Undang hanya menyebutkan secara 

limitative, apakah perkosaan saudara kandung (incest) dapat dijadikan indikasi 

medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi 

tersebut. Memang hukum di Indonesia yang mengatur terkait aborsi akibat 

pemerkosaan masih terkesan tidak melindungi para korban pemerkosaan, terlihat 

dari beberapa kasus di Indonesia yang seharusnya melindungi para korban 

pemerkosaan yang melakukan aborsi, justru malah dijatuhi hukuman pemidanaan. 

Seperti kasus yang terjadi di tahun 2018 di Jambi dikarenakan Pengadilan Negeri 

                                                             
10 Ibid, Pasal 76. 
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Muara Bulian menjatuhi hukuman pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang 

melakukan tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan. Dalam konteks perlindungan 

hukum bagi korban di Indonesia adanya upaya preventif maupun represif yang 

dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak 

hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman 

yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun 

hukum secara memadai, proses pemeriksaan dua peradilan yang adil terhadap 

pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari 

perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang, disinilah dasar 

filosofi dibalik pentingnya korban (keluarga) memperoleh perlindungan. 

Dengan demikian, penyusun tertatrik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk sebuat penelitian skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI SEBAGAI 

AKIBAT DARI PEMERKOSAAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 

perkosaan? 

b. Bagaimanakah analisa pengaturan kebijakan perlindungan hukum 

terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tekait dalam 

kasus Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn? 

C. Tujuan Penelitian 
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Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penyusun 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban 

perkosaan. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana aborsi yang 

dilakukan oleh korban perkosaan dalam kasus Putusan 

No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn?.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

mengembangkan pemikiran masyarakat terutama dalam hal 

legalitas aborsi akibat pemerkosaan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah konstribusi 

wawasan dan pengetahuan serta respon masyarakat banyak terkait 

dengan kebijakan hukum terkiat aborsi akibat pemerkosaan.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti maka 

menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah, agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah melaksanakan 

penelitian. Oleh karena itu, maka penulis membatasi dengan membahas 
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permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Yang Melakukan 

Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari Pemerkosaan. 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan 

karena kerangka teoritis merupakan hal yang penting dan merupakan dasar-dasar 

operasionalnya.  

1. Teori Keadilan 

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan 

akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. 

Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya 

dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan 

putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim persebut 

berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca 

motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan 

hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.11 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

                                                             
11 Nanda Agung  Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu 

Perkara Pidana, (Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987). hlm. 50. 
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ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.  

3.  Teori Pemidanaan 

Suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan mejalankan 

pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum 

pidana. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku 

perbuatan. 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 

pidana, yaitu: 

a. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang mengatakan bahwa 

pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsure-unsru untuk dijatuhkannya pidana kepada 

pembuatnya (quia pecatum est). Pidana merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang 
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melakukan kejahatan. Jadi dasarnya pembenar dari pidana 

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.12 

b. Teori Relatif atau Tujuan ( Doeltheorien) 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan 

tuntutan absolute dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan quia pecatum 

est melainkan net peccetur ( agar orang tidak melakukan 

kejahatan).13 

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien) 

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi 

pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsru 

pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan 

pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang 

ketiga yaiut memandang sama pembalasan dan pertahanan tata 

tertib masyarakat.14 

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib 

menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban 

menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya 

                                                             
12 Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1998), hlm.4. 
13 Ibid, hlm. 16 
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 36-37. 
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atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.15 

Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat 

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang 

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu 

perbuatan.16 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara 

teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian 

sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan 

sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran 

inti penelitian.17 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif. Disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini 

dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum lain18 dan juga beberapa putusan untuk analisis 

data.  

                                                             
15 Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), online diakses 14 Februari 2021 pukul 12.00 

WIB. 
16 Soekdijo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 

37.  
17 Nurul Qamar, dan Aan Aswari, Metode Penelitian Hukum, CV. Sosial Politic Genius, 

Makasar.hlm 2. 
18 Suratman dan Dillah Philips, Metode Penilitian Hukum, Alfabeta. Bandung. 2014. Hlm 

2 
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2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau statute 

approach dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi 

yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bdan hukum yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari: 

a. Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

f) Putusan Hakim No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn 

b. Bahan Hukum Sekunder 

c. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, hasil karya dari 

kalangan hukum dan seterusnya.19 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                             
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia,1986), hlm. 52. 
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Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum 

menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini penulis 

mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, 

jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan 

masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penulis menggunakan metode Kualitatif, yakni data yang telah 

diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, 

selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang 

relevan dan argumentasi dari peneliti sendiri. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara 

deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu 

proposisi umum atau penjabaran fakta-fakta yang bersifat umum dan 

diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
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